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ABSTRAK 
Nama                 :  AGUNG PURWANTO 
Nim                     :  105 001 080 02 
Fak/Jurusan   :  Syari’ah Dan Hukum/ Ilmu Hukum 
Judul                  :  Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi terhadap Narapidana 
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar 
 
Dalam penulisan ini penulis membahas masalah Tinjauan Yuridis Pemberian 
Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
Penulisan ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang 
pemberian remisi yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga perlu di 
ketahui peraturan-perataturan yang dipakai dalam pemberian remisi di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar, bagaimana pelaksanaan dan mekanisme 
pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan, dan pengaturan dan pelaksanaan 
remisi dalam hukum Islam. 
Metode yang di pakai dalam penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis 
yang di maksud adalah bahwa metode penelitian mengenai kesesuaian bahasan 
masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang 
di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi 
dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini sifat sosiologis tidak lepas dari unsur 
normatif, karena aparat pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berwujud undang-undang,peraturan pemerintah, 
keputusan presiden peraturan menteri dan sebagainya. 
Dari hasil pengamatan dan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar, pengaturan dalam pemberian remisi yang dilakukan Lembaga 
Pemasyarakatan aturan yang dipakai masih banyak kelemahan terutama persyaratan 
yang masih kurang jelas dan terlalu subyektif. Dalam hal pelaksanaan dan mekanisme 
pemberian remisi yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatn Kelas I Makassar masih 
ada hak yang belum diberikan seperti pemberian remisi tambahan kepada narapidana. 
Pengaturan dan pelaksanaan pemberian remisi menurut hukum Islam tidak jauh beda 
dengan pengaturan dan pelaksanaan pemberian remisi yang ada di Indonesia yang 
mengedepankan berperilaku baik sebagai syarat untuk mendapatkan pengurangan 
masa hukuman (remisi),  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang  
Manusia hidup di penuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. 
Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang 
saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, 
manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan 
kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa 
batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan 
bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.
1
 
Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik 
tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-
kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit dari perbuatan-perbuatan yang 
mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan 
maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat 
kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban 
dalam kehidupan masyarakat.
2
 
Tujuan pemidanaan tidak akan berjalan maksimal bila seseorang yang 
melakukan suatu pelanggaran hukum tidak dikenakan sanksi. Sanksi pidana 
merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Penggunaan 
                                                          
1
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 15. 
2
 M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana (Yogyakarta : Fakultas Hukum 
UI, 2002), h. 15. 
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sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, 
setua dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutkan 
sebagai “older philosophy of crime control”.3 
Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, 
maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Menurut Undang-Undang 
Republik Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pada  pasal 14 ayat (1) 
yaitu: 
1. Narapidana berhak: 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e. Menyampaikan keluhan; 
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa; 
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu; 
lainnya; 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga; 
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 
                                                          
3
 Marlina, Hukum Penitensier (Bandung:Refika Aditama, 2011), h. 27. 
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m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
4
 
Negara berhak memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan 
suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan 
dengan baik maka salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia 
melalui Direktorat Pemasyarakatan dengan cara pemberian remisi kepada 
Narapidana yang dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang di atur dalam 
perundang-undangan. 
Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999 
tentang Remisi, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada 
narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani 
pidana.
5
 Merujuk pada Keppres tersebut, remisi dihitung pada saat menjalani 
masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan. Menurut 
Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau 
sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap 
17 Agustus.
6
 
Hak asasi manusia (HAM) mendasarkan persamaan hak di muka hukum, 
sebagaimana Deklarasi Universal HAM. Remisi bukan semata-mata berbicara 
soal berat ringan sebuah perkara melainkan juga menyangkut hak yang melekat 
pada tiap terhukum. Bahkan hak tersebut merupakan realisasi dan konsekuensi 
                                                          
4
 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung:Refika 
Aditama, 2006), h. 167. 
5
  Ibid., h. 259. 
6
 Marlina, Hukum Penitensier, op. cit., h. 133. 
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dari konsep yang telah disepakati, bahwa Indonesia tidak mengenal lagi penjara-
kepenjaraan tetapi meletakkan aksentualitasnya pada pemasyarakatan dan 
lembaga pemasyarakatan. 
Karena itulah, tidak ada lagi UU tentang Kepenjaraan, yang ada hanya UU 
dan peraturan tentang lembaga pemasyarakatan (lapas). Terkait dengan 
pemahaman bahwa remisi adalah hak yang melekat pada diri pribadi terhukum, 
kita bisa menyimak Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang 
meletakkan landasannya pada pertimbangannya bahwa remisi merupakan salah 
satu sarana penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. 
Pasal 1 regulasi itu menyebutkan tiap narapidana dan anak pidana yang menjalani 
pidana penjara sementara dan pidana kurungan mendapat remisi bila berkelakuan 
baik selama menjalani pidana. Namun yang harus menjadi bahan pertimbangan 
yang matang adalah perlunya standar yang jelas, tegas dan sangat diperlukan 
pengetatan dalam penerapannya. Klausul berkelakuan baik selama menjalani 
pidana harus dipertegas dan diperjelas, tidak sebatas pandangan subyektif dari 
orang-orang tertentu saja, bahkan jika diperlukan harus dibuat tim khusus yang 
menilai kelakuan baiknya. 
Keppres tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 yang meletakkan landasan 
bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana merupakan 
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perwujudan dari pemajuan dan perlindungan HAM berdasarkan sistem 
pemasyarakatan
7
. 
Semua itu untuk memperjelas bahwa hukum di Indonesia tidak memihak 
pada kebencian dan balas dendam, tetapi justru dengan kesederhanaan dan budaya 
toleransi  menempatkan terhukum untuk menikmati hak yang melekat padanya 
sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia sekarang. 
Tujuan pokok hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk 
memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari 
hal-hal yang mafsadat, karena Islam itu sebagai rahmatan lil’alamin, untuk 
memperbaiki petunjuk dan pelajaran kepada manusia.Hukuman ditetapkan 
demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial di 
samping tujuan tersebut hukuman juga berfungsi sebagai pencegahan (ar-râd-u 
waz-zâjru) serta media untuk pendidikan dan pengajaran (al-Islâm al-Tahzîb). 
Dalam hukum Islam selalu mengedepankan konsep tahqiq masalih al nas 
(merealisasikan kemaslahatan untuk manusia).Dalam kaitannya dengan 
pengurangan/potongan masa tahanan (remisi), maka unsur kemaslahatan ini 
menjadi pertimbangan yang mutlak dalam pertimbangan remisi di Indonesia. Dan 
unsur kemaslahatan ini pula yang menjadi pokok syari’at Islam. Selain 
pertimbangan maslahat, dalam pemberian pengampunan berupa 
pengurangan/potongan masa menjalani pidana tidak terlepas dari konsekuensi dari 
Narapidana untuk memperbaiki diri dan menyesali segala perbuatannya serta 
                                                          
7 http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/20804/remisi-dan-hak terhukum. di 
sadur 24 februari 2012. 
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berupaya untuk tidak mengulanginya lagi. Upaya perbaikan diri tersebut bisa 
berwujud perilaku yang baik setelah menyesali perbuatannya dan bertaubat. 
Sedangkan dasar hukum remisi tercantum juga dalam alquran dalam surat 
al-Maidah ayat 34 dan surat surat an-nisa ayat 6 yang berbunyi: 
1. Surat Al-Maidah (34) 
                         
Terjemahnya: 
Kecuali orang-orang yang Taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat 
menguasai (menangkap) mereka; Maka Ketahuilah bahwasanya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.
8
 
2. Surat An-Nisa (16) 
                             
          
Terjemahnya: 
Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, 
Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya 
bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya 
Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
9
 
Tobat menurut hukum pidana Islam bisa menghapuskan sanksi ta’zir 
apabila jarimah yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah jarimah atau tindak 
pidana  yang berhubungan dengan hak Allah/hak jamaah, tobat menunjukan 
                                                          
8
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Semarang: Yayasan Penyelenggara 
Penerjemah Al-Qur’an, 2002), h. 150. 
9
 Departemen Agama RI, op. cit., h. 104. 
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adanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah atau tindak pidana yang telah 
dilakukan, menjauhkan diri darinya, dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk 
tidak kembali melakukannya, sedangkan bila berkaitan dengan hak adami harus di 
tambah dengan satu indikator lagi, yaitu melepaskan kezaliman yang dalam hal ini 
adalah minta maaf kepada korban.
10
Hukuman penjara yang dibatasi sampai 
hukum bertobat sesungguhnya mengandung pendidikan, mirip dengan Lembaga 
Pemasyarakatan sekarang, yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang 
terbukti ada tanda-tanda bertobat. 
Masyarakat masih awam dengan istilah remisi dan implementasinya dalam 
sistem pemasyarakatan Indonesia. Karena pemahaman remisi sendiri belum jelas 
maka wajar apabila pihak-pihak yang tidak paham terhadap makna remisi 
menganggap pemberian remisi kepada seorang narapidana bisa dikategorikan 
tidak sesuai.  
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang 
masalah sangat menarik untuk diteliti dan dikaji secara ilmiah dalam bentuk 
skripsi yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap 
Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar”. 
 
 
 
                                                          
10
 H. A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), h. 232. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan 
masalah yang akan dibahas : 
1. Bagaimana eksistensi pengaturan tentang remisi di dalam perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia? 
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas 1A Makassar ? 
3. Apakah pengaturan tentang remisi sesuai dengan hukum pidana islam? 
 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk menghindari kekeliruan terhadap pengertian yang sebenarnya dari 
judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul ini. 
“Tinjauan” menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yaitu hasil 
meninjau, pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki.
11
 
“Yuridis” menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yaitu berdasarkan 
hukum, menurut hukum.
12
 
“Pemberian” berasal dari kata “Beri” yaitu membagikan sesuatu, 
menyerahkan segala sesuatu tanpa minta imbalan. Sedangkan “Pemberian” adalah 
barang atau sesuatu yang diberikan.
13
 
                                                          
11
 Departemen Pendidikan RI, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Media Centre, 2012), 
h. 531.  
12
 Ibid., h. 564. 
13
 Ibid., h. 115. 
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“Remisi” adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada 
narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani 
pidana.
14
  
“Terhadap”  menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yaitu sesuatu 
yang megarah.
15
 
 “Narapidana” adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
16
 
 “Lembaga Pemasyarakatan” yang selanjutnya di sebut LAPAS adalah 
tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan.
17
 
Dengan demikian, ruang lingkup dalam penelitian ini adalah agar 
narapidana dapat memperoleh hak-haknya khususnya pemberian remisi sehingga 
narapidana memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, dan narapidana 
dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan 
dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga Negara yang 
baik, menyongsong masa depan yang lebih baik. 
 
 
                                                          
14
 Marlina, Hukum Penitensier, op. cit., h. 220. 
15
 Ibid., h. 264 
16
 Ibid., h. 161. 
17
 Ibid., h. 160. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai 
berikut: 
a. Tujuan Obyektif  
1) Untuk mengetahui pengaturan tentang remisi di dalam perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia; 
2) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi terhadap 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas 1A Makassar; 
3) Untuk mengetahui pengaturan remisi dalam hukum pidana islam. 
b. Tujuan Subyektif 
1) Untuk memperoleh data yang akurat yang akan penulis pergunakan 
dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Negeri 
Alauddin Makassar; 
2) Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana 
dengan harapan bermanfaat dikemudian hari.  
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang ingin diperoleh dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoritis 
1) Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya; 
11 
 
 
 
2) Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk 
penelitian selanjutnya. 
b. Manfaat Praktis 
1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah, 
khususnya Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi; 
2) Sebagai bahan masukan pemberian remisi di Lembaga 
Pemasyarakatan. 
 
 
 12 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Remisi 
1. Menurut Terminologi 
Kata remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu remission yang 
berarti pengampunan.
1
 Dalam kamus lengkap bahasa indonesia kata remisi di 
artikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada 
orang yang di hukum.
2
 
2. Menurut Peraturan Perundang-undangan 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6, disebutkan secara jelas bahwa remisi adalah 
pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak 
pidana yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan 
perundang-undangan. 
3
 
Sedangkan aturan yang membahas khusus masalah remisi yaitu Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak memberikan 
pengertian remisi secara jelas, disana hanya di katakan dalam pasal 1 “setiap 
                                                          
1
 Andreas Halim, Kamus Lengkap 10 Milyar (Surabaya: Sulita Jaya, 1999), h. 277. 
2
 Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Media Centre, 2012), h. 453. 
3
 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1. 
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narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana 
kurungan dapat di berikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik 
selama menjalani pidana”. 4 Yang di maksud berkelakuan baik ialah narapidana 
yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak di kenakan tindakan disiplin yang 
dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang di perhitungkan untuk 
pemberian remisi. 
3. Menurut Pendapat Ahli 
Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk 
seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang 
di berikan setiap tanggal 17 Agustus. 5 
Menurut C.I. Harsosno, remisi atau pengurangan hukuman selama 
narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem 
kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwa remisi 
merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.6 
Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang 
menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah 
pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap para narapidana. 
Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi 
mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak 
                                                          
4
 Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999, Pasal 1. 
5
 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung:Refika 
Aditama, 2006), h. 133. 
6
 C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana (Jakarta Penerbit Djambatan, 1995), 
h. 25.   
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berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak 
dapat diberikan remisi. 
Dari beberapa pengertian diatas Penulis menyimpulkan bahwa remisi 
merupakan hak narapidana untuk di berikan pemotongon atau pengurangan 
hukuman  dengan syarat berkelakuan baik  dan menaati peraturan yang di 
tentukan oleh Ditjen LAPAS selama menjalani masa hukuman. 
B. Tujuan Pemberian Remisi 
Dalam sistem pembinaan narapidana, remisi di tempatkan sebagai 
motivasi bagi narapidana untuk membina siri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai 
hukum dalam sistem pemasyarakatan, bukan pula sebagai anugerah yang di 
berikan oleh pemerintah kepada narapidana tetapi dalam sistem pemasyarakatan 
remisi di tempatkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya apabila 
narapidana melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan menaati peraturan 
selama menjalani masa pidana maka narapidana mendapatkan haknya untuk di 
berikan remisi. 
Pemberian remisi selain untuk memberikan motivasi kepada para 
narapidana/anak pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang 
hendak di capai, antara lain: 
1. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak pengaruhnya 
dalam menekan tingkat frustasi. Boleh dikata pemberian remisi ini sebagai 
salah satu katup pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis 
massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisir 
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gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan berupa pelarian, 
perkelahian dan kerusuhan lainnya. 
2. Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda 
setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat 
untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena 
kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan 
hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Disini 
pengkondisian perilaku positip dilakukan secara berkesinambungan. 
3. Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepaa 
narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup, banyak 
memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di lapas/rutan. 
Karena seperti yang disinyalir oleh Sanusi Has dalam bukunya Pengantar 
Penologi, pelarian dan kerusuhan yang terjadi di Lapas/Rutan tidak 
mustahil antara lain karena ulah provokasi narapidana jenis ini. Perlu 
diketahui bahwa kelompok narapidana ini, biasanya menjadi kelompok elit 
dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat 
terhadap narapidana lainnya. 
4. Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang di jamin undang-
undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sepanjang 
narapidna berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis 
narapidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan 
dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.
7
 
                                                          
7
 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, op. cit., h.131. 
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Dapat dimengerti apabila upaya pemberian remisi ini, di satu sisi secara 
psikologis negara mengupayakan agar seseorang terkondisikan dalam suasana 
yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan disisi lain, mengusahakan 
agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, antara lain dengan 
cara memberi potongan hukumannya. 
C. Bentuk-Bentuk Remisi 
1. Pengertian Bentuk-Bentuk Remisi 
Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 
Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis/bentukbentuk remisi yaitu: 
a. Remisi Umum 
Remisi umum adalah remisi yang di berikan pada hari peringatan 
proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
8
 
b. Remisi Khusus 
Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan 
yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan 
dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar 
keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang 
dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
9
 
                                                          
8
 Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan, Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang remisi, asimilasi, 
pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga (Jakarta), h. 7. 
9
 Ibid., h. 8. 
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Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham dan Perundang-
undangan Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang 
pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, pasal 3 ayat (2) 
dinyatakan bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada: 
1) Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang 
beragama Islam; 
2) Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama 
Kristen; 
3) Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak Pidana yang 
beragama Hindu; 
4) Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang 
beragama Budha. 
c. Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau 
anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana: 
1) Berbuat Jasa kepada Negara 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang 
Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana yang di maksud 
berbuat jasa kepada negara pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah: 
Pasal 2 ayat (1)  
a) membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan 
musuh; 
18 
 
 
 
b) membela negara secara moral, material dan fisik terhadap 
pemberontakan yang berupaya memecah belah atau 
memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia;  
Pasal 2 ayat (2)  
Pengakuan berbuat jasa kepada negara sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus berdasarkan Keputusan Pemberian 
Penghargaan oleh Pemerintah. 
2) Melakukan Perbuatan yang Bermanfaat bagi Negara atau 
Kemanusiaan 
Yang di maksud melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi 
negara atau kemanusiaan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 
2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana 
adalah: 
a) Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa 
dan negara Republik Indonesia berdasarkan sertifikat paten 
atau piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah; 
b) Turut serta mengamankan Lembaga Pemasyarakatan atau 
Rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara; 
c) Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana 
alam di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Rutan atau 
wilayah di sekitarnya; dan 
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d) Menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain 
berdasarkan tanda bukti atau surat keterangan yang sah di 
keluarkan oleh Palang Merah Indonesia atau rumah sakit. 
3) Melakukan Perbuatan yang Membantu Kegiatan Pembinaan di 
Lembaga Pemasyarakatan 
Yang di maksud melakukan perbuatan yang membantu kegiatan 
pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri 
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-
Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan 
Anak Pidana adalah Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan 
pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan menjadi pemuka kerja. 
Pengangkatan sebagai pemuka kerja sebagaimana ditetapkan oleh Kepala 
Kantor Wilayah yang wilayahnya meliputi Lapas yang bersangkutan. 
Penjabaran mengenai remisi tambahan ini terdapat dalam beberapa 
peraturan, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Perundang- undangan  
Nomor  M.09.HN.02.01  Tahun 1999, Peraturan  Pemenntah  Nomor 32 
Tahun  1999, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM  Nomnr  M.04-
HN.02.01  Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan 
Anak Pidana. Dari ketiga peraturan tersebut  di  atas  terlihat  adanya 
perbedaan dalam  mendefinisikan  mengenai berbuat jasa  terhadap negara, 
maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 
kemanusiaan. Terjadinya perbedaan  definisi tersebut menunjukkan bahwa  
peraturan dibuat secara tumpang tindih dan tidak ada keselarasan. Apalagi 
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penjabaran  mengenai berbuat jasa  terhadap  negara  maupun melakukan 
perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan di dalam 
berbagai peraturan  itu  hanya mencantumkan  contoh-contoh perbuatan 
dan  tidak  ditentukan definisi  yang tegas. 
Kondisi yang demikian ini  menimbulkan berbagai penafsiran pada 
tataran  implementasi  peraturan  yang  pada akhirya dapat menjadi celah 
bagi petugas terkait untuk menyalahgunakan keweningan yang 
dimilikinya. 
Selain jenis-jenis remisi tersebut di atas, dikenal pula adanya 
remisi dasawarsa dan remisi susulan 
d. Remisi Dasawarsa 
yaitu remisi  yang diberikan setiap 10 tahun sekali pada Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal  17 Agustus. 
Berdasarkan Peraturan Menteri  Hukum  dan HAM Nomor  M.01- 
HN.02.01 Tahun  2006 diatur mengenai  remisi  umum  susulan. 
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e. Remisi Umum Susulan 
yaitu  remisi  umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana  
yang  perkaranya pada  tanggal  17 Agustus sudah diputus oleh  
pengadilan dan sudah menjalani masa penahanan selama 6 (enam)  bulan  
atau  lebih tetapi  belum  menerima  putusan  yang mempunyai  kekuatan 
hukum tetap.
10
 
Disamping  itu,  berdasarkan  Keputusan Menteri Kehakiman  dan HAM  
Nomor M.Ol.HN.02.01  Tahun  2001  diatur  pula mengenai remisi khusus 
tertunda dan remisi khusus bersyarat.  
a. Remisi Khusus Tertunda 
adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana 
yang  pelaksanaan pemberiannya  dilakukan setelah yang  bersangkutan  
berubah  statusnya  menjadi narapidana. 
b.  Remisi  Khusus  Bersyarat 
adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana 
dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, 
masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan. 
2. Ketentuan  besarnya pemberian remisi 
a. Remisi Umum 
Berdasarkan Keputusan Repubilk Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 
dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 besarnya remisi umum adalah: 
                                                          
10
 Ibid.,  h. 56. 
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Pasal 4 ayat 1: 
1) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah 
menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan 
2) 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah 
menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. 
Pasal 4 ayat 2: 
Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut: 
1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat 
(1); 
2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan; 
3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan; 
4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 
(lima) bulan; dan 
5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan masing-masing 
remisi 6 (enam) bulan setiap tahun. 
b. Remisi Khusus 
Pemberian besarnya remisi khusus menurut Keputusan Presiden Nomor 
174 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa: 
Pasal 5 ayat (1) 
Besarnya remisi khusus adalah: 
1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah 
menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; 
dan 
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2) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah 
menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. 
Pasal 5 ayat 2 
Pemberian remisi husus dilaksanakan sebagai berikut: 
1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan 
dalam ayat (1); 
2) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 
(satu) bulan; 
3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 
(satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan 
4) Pada tahun keenam dan sxeterusnya di berikan remisi 2 (dua) bulan 
setiap tahun. 
Adapun cara perhitungan lamanya masa menjalani pidana dan 
bagaimana terhadap terpidana yang berganti agama selama berada di 
Lembaga Pemasyarakatan telah di atur pada pasal 7 Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut: 
(1) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk 
menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal 
penahanan sampai dengan hari peringatan proklamasi kemerdekaan 
republik Indonesia. 
(2) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar`untuk 
menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal 
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penahanan sampai dengan hari besar keamaan yang dianut oleh 
narapidana dana anak pidana yang bersangkutan. 
(3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa 
menjalani pidana di hitung sejak penahanan yang terakhir. 
(4) Untuk perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) 
bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari. 
(5) Perhitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang 
pertama kali tercatat dalam buku register lembaga pemasyarakatan. 
c. Remisi Tambahan 
Remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang 
bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, 
melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, 
atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di 
lembaga pemasyarakatan.
11
 
Besarnya remisi tambahan adalah 
a. ½ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang 
bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada 
negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 
kemanusiaan; dan  
                                                          
11
 Dwidja priyatno, sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia (Bandung: PT. 
Refika Aditama, 2006), h. 138. 
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b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang 
bersangkutan bagi narapidana dana anak pidana yang telah melakukan 
perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga 
pemasyarakatan sebagai pemuka.
12
 
Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan 
donor darah, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia  No. 
04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambahan remisi bagi 
narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah dengan pengertian: 
1. Donor organ tubuh adalah bila narapidana menyumbangkan salah satu 
organ tubuhnya kepada orang lain. 
2. Donor darah adalah bila narapidana menyumbangkan sebagian darahnya 
kepada orang lain. 
Dalam pasal 4: 
a. Tambahan remisi bagi donor organ tubuh diberikan sebesar 6 (enam) 
bulan. 
b. Besarnya tambahan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berlaku untuk setiap kali narapidana menyumbangkan salah satu organ 
tubuhnya. 
Dalam pasal 5: 
a. Tambahan remisi bagi donor darah diberikan apabila yang 
bersangkutan menyumbangkan darahnya secara terus menerus. 
                                                          
12
 Ibid. 
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b. Besarnya tambahan remisi yang diberikan kepada donor darah 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah: 
1) Sebesar 1 (satu) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya: 
a) 5 kali 
b) 10 kali 
c) 15 kali 
2) Sebesar 2 (dua) bulan, apabila narapidana telah menyumbangkan 
darahnya: 
a) 20 kali 
b) 25 kali 
c) 30 kali 
3) Sebesar 3 (tiga) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya : 
a) 36 kali 
b) 43 kali 
c) 50 kali 
4) Sebesar 4 (empat) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya: 
a) 59 kali 
b) 67 kali 
c) 75 kali 
5) Sebesar 5 (lima) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya: 
a) 84 kali 
b) 92 kali 
c) 100 kali 
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6) Sebesar 6 (enam) bulan, apabila telah menyumbangkan 
darahnya 101 kali keatas 
Bagaimana penghitungan remisi terhadap terpidana yang suatu 
tahun tertentu tidak mendapatkan pengurangan hukuman dan bagaimana 
bagi terpidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan 
serta apakah pidana denda dapat diperhitungkan sebagai suatu 
penggabungan putusan pidana. Hal tersebut terjawab dari pasal 8 
keputusan Presiden republik indonesia nomor 174 tahun 1999 yang 
berbunyi: 
(1) Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak 
memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya 
didasarkan pada remisi terakhir diperoleh. 
(2) Penghitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana dan anak 
pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan 
pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara 
menggabungkan semua putusan pidananya. 
(3) Pidana kurungan sebagai pidana pengganti pidana denda tidak 
diperhitungkan di dalam penggabungan dimaksud dalam ayat 
(2). 
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D. Tata cara Pengusulan Remisi 
Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala 
Rumah Tahanan Negara, Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Kepada Menteri 
melalui Kantor Wilayah.
13
 Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas 
pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang ada di 
LAPAS,RUTAN, dan cabang RUTAN yang bersangkutan, yang berjumlah 7 
orang yang bersidang untuk menilaiperilaku dan perbuatan narapidana atau anak 
pidana selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya yang telah 
berkelakuan baik. Sidang TPP ( Tim Pengamat Pemasyarakatan itu dipimpin oleh 
Kepala Seksi Pembimbingan Narapidana yang dibantu oleh seorang sekretaris 
yang dipilih diantara anggota lain yang berasal dari berbagai seksi yang terkait 
dengan pembinaan narapidana. Hasil sidang tersebut kemudian disampaikan 
kepada Kepala LAPAS, atau,  RUTAN, atau Cabang RUTAN dan seterusnya 
disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen diwilayah kerjanya, 
yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk 
mendapatkan persetujuannya. 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas 
nama Menteri diberikan kewenangan untuk membuat penetapan tentang pemberan 
remisi. Di Kantor Wilayah dilakukan sidang TPP yang beranggotakan 7 orang, 
dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasyarakatan selaku Ketua TPP yang 
menentukan dapat atau tidaknya seseorang di berikan remisi, dan hasilnya 
                                                          
13
 Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan, Op. cit., h. 13. 
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disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya oleh Kepala Kantor 
Wilayah diteruskan kepada Menteri. Apabila mendapat persetujuan dari Menteri, 
maka Kepala Kantor Wilayah kemudian membuat keputusan pemberian remisi 
yang bewujud Surat Keputusan atas nama Menteri dan selanjutnya dilaporkan 
kepada Menteri dengan melalui Direktur Jendral Pemasyarakatan. 
Untuk pengususlan remisi, diperlukan kelengkapan administrasi yang 
diperlukan untuk pemberian/pengajuan remisi. Ada beberapa macam formulir 
yang dipakai, disesuaikan pada remisi yang diajukan, yaitu: 
1. Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian; 
2. Formulir RU II, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya; 
3. Formulir RK I, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian; 
4. Formulir RK II di pakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya; 
5. Formulir RT I dipakai untuk pengusulan remisi tambahan sebagian; 
6. Formulir RT II dipakai untuk pengusulan remisi tambahan 
seluruhnya.
14
 
E. Remisi dalam Hukum Islam 
Syari’ah Islam sebagai ajaran yang dilandaskan pada wahyu Tuhan 
disamping memiliki nilai-nilai mutlak, namun tetap memahami realitas dan 
zaman. Demikian ajaran Islam (hukum-hukum Syari’at) menyadarkan tujuan pada 
prinsip kemaslahatan. Dalam Islam, masyarakat lebih diutamakan diatas 
perorangan, dan karenanya kepentingan masyarakatlah yang lebih di dahulukan 
                                                          
14
  Wawancara dengan Petugas Lapas Kelas 1 Makassar tanggal 10 Agustus 2012. 
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bukan sebaliknya. Kejahatan dan dosa sering merupakan penjelmaan dari sifat 
mementingkan diri sendiri, tamak, nadsu membalas dendam, perbuatan berlebihan 
dan keangkuhan yang terdapat pada manusia. Syariat Islam telah menetapkan dua 
macam hukuman, dan orang diarahkan agar mengajari, memperbaiki dan 
mendidik dirinya sendiri agar tidak melakukan suatu tindak pidana serupa, serta 
memberi kesempatan untuk memulihkan dirinya sebagai seorang anggota 
masyarakat yang baik dan tidak merugikan.
15
 
Dalam Islam pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan 
hukuman, baik diberikan oleh korban atau walinya atau penguasa negara. 
Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau dihapuskannya 
dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan di dunia juga syafaat 
berarti keluarnya orang-orang yang berdosa besar dari neraka suatu saat kelak. 
Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada hukuman atau jarimah qiyas, diyat 
dan takzir. Hukuman lain bagi jarimah qiyas diyat seperti kifarat tidak bisa 
dimaafkan olehnya. Demikian pula pengampunannya tidak dihapuskan oleh hak 
penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman ta’zir.16 
Dasar pengampunan tersebut terdapat dalam firman Allah swt surat al-
Baqarah ayat 178: 
                                         
                                
                                                          
15
 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar 
grafika, 2006), h. 136. 
16
 Ahmad hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar grafika, 1967), h. 348. 
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                                   
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang 
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) 
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). 
yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa 
yang sangat pedih.
17
 
Adapun macam pemaafan itu adakalanya pemaafan dari seluruh sanksi, 
dan ada kalanya pemaafan yang merupakan perpindahan dari satu bentuk sanksi 
yang berat kepada bentuk sanksi lain yang lebih ringan, dan ada juga yang 
merupakan pemaafan dari jarimahnya. 
Tobat dalam hukum Islam bisa mengurangi dan menghapuskan sanksi 
ta’zir apabila jarimah yang dilakukan oleh pelaku itu adalah jarimah yang 
berhubungan dengan hak Allah/hak jamaah, tobat menunjukkan adanya 
penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan diri 
darinya, dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali 
melakukannya. Sedangkan bila berkaitan dengan hak adami harus ditambah 
dengan satu indikator lagi, yaitu melepaskan kezaliman yang dalam hal ini adalah 
minta maaf.
18
 
                                                          
17
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Semarang: Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 2002), h. 46. 
18 A.djazuli, Fiqh Jinayah (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 232. 
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Seorang yang bertobat tidak serta merta dapat di terima tobatnya, dalam 
hal ini ada tata cara dan syarat yang ditempuh seseorang jika tobatnya ingin 
diterima. Syarat-syarat yang harus di tempuh adalah sebagai berikut: 
1. Menyesali atas perbuatan yang di lakukan; 
2. Tidak mengulangi atas kesalahan yang dilakukan; 
3. Mengganti kesalahan yang diperbuat dengan kebaikan.19 
Jika pribadi-pribadi yang telah menyesali perbuatan-perbuatan pidana 
yang telah ia lakukan tersebut dibarengi dengan taubat dan upaya memperbaiki 
diri, maka sepantasnya diberi pengampunan berupa pengurangan/ potongan 
menjalani pidana (remisi). Karena sudah menjadi kodrat manusia bahwa manusia 
tidak luput dari berbuat dosa dan aniaya, serta hanya dengan taubat dan 
menggantinya dengan perbuatan baik itulah yang termasuk insan yang beruntung 
dan taubanya diterima di sisi Allah SWT, sebagaimana firman-Nya: 
                                 
      
Terjemahnya: 
Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, 
Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat 
dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
20
 
                                                          
19
  Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani, Tafsir Al-Jailani (Jakarta: Penerbit Zaman, 2011), h. 
32. 
20
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Semarang: Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 2002), h. 143. 
33 
 
 
 
Dalam Islam tobat seseorang dapat memperingankan sanksinya, tidak 
menghapuskan hukuman seluruhnya, sedangkan demi keertiban dan keamanan 
kehidupan dalam masyarakat maka sanksi harus ditegakkan atas setiap orang yang 
melakukan kesalahan, meskipun sanksi tersebut lebih ringan. Jadi dengan tobat 
sebagian tujuan pemberian hukuman itu telah tercapai, namun belum 
seluruhnya.
21
 Dalam prosedur dan pelaksanaan pengurangan hukuman dalam 
hukum Islam tidak sepenuhnya milik penguasa, seorang yang menjadi korban 
maupun hak waris yang menjadi korban bisa menjadikan hukuman si pelaku bisa 
di ringankan maupun bisa menghapus keseluruhan sanksi tetapi tetap melihat pada 
kemaslahatannya. Pengurangan hukuman dalam hukum Islam berbeda 
prosedurnya dengan remisi yang berlaku di Indonesia, pengurangan hukuman 
dalam Islam bisa dilakukan sebelum adanya putusan hakim maupun setelah 
putusan hakim. Sedangkan dalam remisi dalam hukum pidana Indonesia remisi 
diberikan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. 
 
 
 
                                                          
21
  A.djazuli, Fiqh Jinayah, op. cit., h. 240. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 
tepatnya di Kota Makassar, yaitu khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A 
Makassar. Pertimbangan penulis dalam memilih lokasi penelitian di Lembaga 
Pemasyarakatan karena  lokasi tersebut relevan dengan masalah yang akan di teliti 
oleh penulis. 
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
1. Jenis Penelitian dan Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber 
data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder: 
a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan 
melalui observasi dan melakukan wawancara secara langsung 
kepada informan yang terkait dengan penelitian ini khususnya 
petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A makassar yang 
menangani masalah remisi maupun narapidana yang mendapatkan 
remisi. 
Data yang diperoleh sebagai berikut: 
1) Data dari instansi pemberi remisi dari Kantor Wilayah  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan 
dan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar berupa data 
dokumenter mengenai jumlah narapidana yang mendapatkan 
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remisi dari tahun 2011 sampai 2012, prosedur pemberian 
remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar serta 
pelaksanaan pemberian remisi. 
2) Data dari narapidana yang mendapatkan remisi yang berkaitan 
pelaksanaan pemberian remisi dan manfaat pemberian remisi. 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka 
yang erat kaitannya dengan objek penelitian ini, yang terdiri dari: 
1) Bahan hukum primer: 
a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. 
b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 
Tahun 1999 tentang Remisi. 
c) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 
Nomor M.09 HN. 02.01. Tahun 1999  tentang 
Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 174 Tahun 1999. 
2) Bahan hukum sekunder berupa data dokumentasi jumlah 
narapidana dan narapidana yang memperoleh remisi. 
3) Bahan Hukum tersier berupa literatur-literatur yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pemberian remisi yang tertuang dalam 
daftar pustaka. 
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C. Metode pendekatan 
Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis dan 
sekaligus juga di lakukan pendekatan secara sosiologis yaitu sebagai suatu 
penelitian terhadap hukum di masyarakat yang pada hakekatnya merupakan dari 
penelitian sosial. Dengan demikian, maka penelitian ini disebut juga dengan 
social-legal-reseach, yaitu penelitian sosiologi hukum yang dilakukan dalam 
kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai praktek/penerapan hukum di 
masyarakat.
1
 
Pendekatan yuridis sosiologis yang di maksud adalah bahwa pendekatan 
penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang 
berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial 
dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam penelitian ini. Jadi dalam 
penelitian ini sifat sosiologis tidak lepas dari unsur normatif, karena aparet 
pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa 
peraturan perundang-undangan yang berwujud undang-undang,peraturan 
pemerintah, keputusan presiden peraturan menteri dan sebagainya. penelitian 
normatif dilakukan oleh pejabat, para petugas di LAPAS sedangkan penelitian 
sosiologis di lakukan sebagai timbal balik akibat yang di timbulkan terhadap 
pemberian remisi dalam kehidupan narapidana. 
Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field-
research)  yaitu bahwa penelitian ini dilakukan di kantor atau instansi yaitu di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar. 
                                                          
1
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia (UI-Press), 2006), h. 5. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Alat yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian 
ini sebagai berikut : 
1. Observasi  
Observasi dilakukan secara langsung pada Lembaga Pemasyarakatan Klas 
1A Makassar, melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal 
yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. 
2. Wawancara  
wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang 
tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Tehnik yang dilakukan terhadap 
obyek yang dipilih sebagai responden diajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang disesuaikan sumber data. Wawancara yang digunakan penulis 
berbentuk wawancara terbuka yaitu responden diajukan pertanyaan 
sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan 
jawaban keterangan secara bebas,sehingga keterangan akan nampak jelas.
2
 
Wawancara ini dilakukan dalam bentuk dialog yang di tujukan kepada 
petugas lapas yang menangani masalah remisi dan narapidana yang telah 
memperoleh remisi. 
3. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum 
primer berupa perundang-undangan, dan buku-buku pustaka, bahan hukum 
                                                          
2
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), h. 72. 
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sekunder  berupa dokumen-dokumen atau arsip yang terdapat di Lembaga 
Pemasyarakatan (LAPAS). 
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Setelah data berhasil dikumpulkan  dari berbagai sumber, baik dari hasil 
interview, literature-literatur, dan lain-lain kemudian penulis membaca dan 
menganalisa data tersebut. Analisis data pada penelitian hukum biasanya 
dikerjakan melalui pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif analistis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden 
secara tertulis atau lisan terkait fenomena-fenomena yang terjadi dan dapat 
diambil sebagai bahan pengembangan pengetahuan ilmiah yang utuh. maka teknik  
analisanya menggunakan interpretasi berfikir sebagai berikut : 
1. Metode induktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak pada  fakta bersifat 
khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. 
2. Metode deduktif, yaitu suatu metode analisa yang bertitik tolak dari 
pengetahuan umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat 
khusus. 
3. Metode Komparatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan jalan 
membandingkan yang satu dengan yang lain untuk memperoleh 
kesimpulan sebagai jawaban akhir. 
Sesuai dengan tujuan, tipe dan sifat kajian ini, maka digunakan analisis 
yang bersifat kualitatif. Dengan demikian data yang disajikan dan diuraikan lebih 
banyak secara verbal (bahasa), sehingga informasi stastik atau data yang bersifat 
kuantitatif hanya digunakan sebagai pendukung. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Untuk  melengkapi penulisan skripsi, maka dalam bab ini penulis 
menyajikan data yang diperoleh selama masa penelitian berhubungan dengan 
pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 
Makassar. Data yang disajikan oleh penulis diperoleh dengan membahas 
permasalahan dan melalui analisa penulis yang terjadi di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas 1 Makassar, serta penyajian dari hasil metode wawancara 
dengan responden yang terkait dengan permasalahan pemberian remisi di 
lapangan. Dan kemudian dianalisa, dengan maksud untuk menemukan kebenaran 
sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari hasil 
penelitian yang di lakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar 
pada tanggal 6 Agustus 2012 hingga 20 Agustus 2012 maka data yang di peroleh 
sebagai berikut: 
A. Pengaturan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 
Makassar 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai pengayom seta pelaksana dalam 
membina warga binaan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta berguna di dalam masyarkata 
merupakan tugas yang harus di embannya. Untuk melaksanakan tugas yang 
dipikul oleh Lembaga Pemasyarkatan, maka di butuhkan suatu aturan yang kuat 
40 
 
 
 
sehingga dalam melaksanakan tugasnya bisa tercapainya tujuan pemidanaan yaitu 
rehabilitasi dan berintegrasi. 
Kedudukan remisi dalam tujuan pemidanaan dalam sistem 
Pemasyarakatan merupakan sarana untuk memotivasi dan mendidik warga 
bianaan agar berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya sehingga setelah 
bebas nanti dapat diterima kembali kedalam masyarakat dengan baik. Pemberian 
remisi merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana tetapi hak tersebut dapat 
diperoleh dengan harus memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
Dasar hukum yang di pakai dalam pemberian remisi kepada narapidana di 
lembaga pemasyarakatan Klas 1 Makassar : 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Syarat 
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang 
Remisi. 
5. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia 
Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. 
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Remisi merupakan hak yang melekat pada diri narapidana. Hak tersebut 
diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 huruf i yang 
menyebutkan bahwa “narapidana berhak mendapatkan remisi”. Untuk  memenuhi 
hak narapidana yang berupa pengurangan masa pidana (remisi) maka pihak Lapas 
memakai suatu aturan yang khusus menangani masalah remisi yaitu Keputusan 
Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Kemudian untuk melaksanakan peraturan 
tersebut secara rinci maka di keluarkan Keputusan Menteri Hukum dan 
Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999 
tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 
1999. Keputusan Menteri tersebut dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan warga 
binaan pemasyarakatan kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tahun 2006 untuk membedakan persyaratan yang diterima narapidana pidana 
umum dengan pidana khusus dalam pemberian remisi. 
Berdasarkan dasar hukum yang dipakai lembaga pemasyarakatan Klas I 
Makassar untuk memberikan remisi kepada narapidana maka penulis 
menggambarkan aturan yang dipakai Lembaga Pemasyaraktan sesuai dengan 
aturan yang berlaku di Indonesia tetapi menurut penulis aturan-aturan tersebut 
masih banyak terdapat kekurangan terutama mengenai syarat untuk dapat 
diberikan remisi yang dinilai terlalu mudah, jenis remisi yang terlau banyak dan 
besarnya remisi yang di dapat terlalu besar. Menurut Keputusan Presiden RI 
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Nomor 174 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan 
Nomor: M.09 HN. 02.01 Tahun 1999 syarat untuk mendapatkan remisi yaitu: 
1. Berperilaku baik; 
2. Telah menjalani masa pidana selama 6 bulan; 
3. Berbuat jasa kepada negara dan lembaga pemasyarakatan 
Dari syarat yang tercantum diatas menurut penulis remisi diberikan 
terhadap narapidana diberikan dengan syarat yang mudah dan dengan cara yang 
tidak sulit sehingga dapat dianggap remeh bagi narapidana. Dan menyebabkan 
setiap narapidana dengan mudah untuk dapat cepat keluar dari tahanan. Kembali 
pada makna Remisi yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada 
narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana, 
Yang menjadi permasalahan adalah tentang definisi atau makna berkelakuan baik, 
dalam Kepres No. 174 tahun 1999 tidak dijelaskan secara detail tentang karakter 
atau kriteria berkelakuan baik. 
Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 atas 
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang pengetatan remisi 
tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 
keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan 
transnasional terorganisasi lainnya, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2006 dalam pasal 34 ayat (3)disebutkan bahwa syarat untuk 
mendapatkan remisi, yaitu telah menjalani masa pidana selama 1/3 dari jumlah 
masa tahanan dan berperilaku baik. Menurut penulis pemerintah masih setengah 
hati dalam melakukan suatu perubahan aturan, padahal kejahatan tersebut sangat 
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mengganggu kemaslahatan orang banyak. Tindak pidana yang merugikan negara 
dan meresahkan warga negara lebih diperketat lagi tetapi tidak menghilangkan 
makna remisi itu sendiri. Seharusnya dalam pemberian Remisi ini diberikan 
syarat-syarat yang lebih mendidik lagi, jadi bukan hanya berkelakuan baik dan 
lebih dari 6 bulan saja, tapi harus mengedepankan pendidikan dan keterampilan 
untuk narapidana. Agar pemberian remisi kepada narapidana tidak sia-sia. 
Ada beberapa jenis remisi yang tertuang dalam Keputusan Presiden 
Nomor 174 Tahun 1999 pasal 2, diantaranya remisi umum,remisi khusus, dan 
remisi tambahan. Remisi khusus dibagi menjadi dua yaitu remisi khusus tertunda 
dan remisi khusus bersyarat. Dalam aturan lain terdapat juga mengenai macam-
macam remisi, diantaranya remisi susulan dan remisi dasawarsa. Dari berbagai 
macam remisi maka menurut penulis menganalisis kesempatan narapidana lebih 
banyak  untuk mendapatkan pemberian remisi. Dalam setahun saja narapidana 
bisa mendapatkan remisi dua sampai tiga kali. Hal ini berdampak masa hukuman 
yang dijalankan narapidana setelah adanya vonis hakim yang berkekuatan tetap 
berkurang lebih banyak. Keadaan demikian bisa menimbulkan persepsi di 
masyarakat tehadap kewibawaan hukum serta akan mengurangi hakekat 
pemberian sebuah hukuman kepada seorang pelaku kejahatan.Besarnya remisi 
yang diberikan kepada narapidana antara 1-6 bulan untuk remisi umum, belum 
lagi remisi khusus, tambahan, dan remisi dasawarsa dirasa penulis perlu adanya 
pengkajian ulang terutama dalam bilangan besarnya pemberian remisi tersebut. 
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Oleh karena itu, peraturan tentang remisi menurut analisa penulis perlu 
direvisi sehingga aturan-aturan yang tertuang di dalamnya lebih jelas.Maka dari 
itu Prof Satjipto Raharjo dalam bukunya Hukum Progresif menyatakan bahwa 
hukum adalah untuk manusia, maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan 
hukum maka, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusi yang 
dipaksakan masuk kedalam skema hukum. Maka hukum itu akan terus berevolusi 
untuk menjadi yang lebih baik untuk masyarakat dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat. Jika hukum mengalami stagnan atau mandek karena 
tidak mampu melayani lingkungan yang berubah maka bangunan hukum tersebut 
harus dirobohkan dan selanjutnya membangun hukum yang baru.
1
 
Pemberian remisi  adalah suatu balasan yang diberikan kepada seseorang 
yang telah melakukan suatu perbaikan dalm diri narapidana, diberikannya remisi 
adalah bukan tanpa tujuan, Akan tetapi dengan harapan besar bahwa dengan 
diberikannya tersebut dapat merubah perilaku hidup seorang penjahat untuk sadar 
dan berusaha lebih baik lagi dalam menjalani hidup untuk membentuk diri insani 
yang lebih baik, introspeksi diri untuk mencapai perubahan terbaik dalam diri 
seorang narapidana sehingga dalam kehidupannya mendatang seorang narapidana 
tersebut siap untuk kembali ke masyarakat dengan jiwa baru yang baik serta 
menjadi diri yang berguna bagi masyarakat. Akan tetapi jika suatu pemberian 
remisi tidak dijatuhkan dengan tepat atau di salah gunakan maka tujuan dari 
sebuah proses pemasyarakatan tidak akan dapat tercapai. 
                                                          
1
 Satjipto rahardjo, Hukum Progresif (Jakarta: Genta Publishing, 2009), h. 32. 
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B. Pelaksanaan dan mekanisme pemberian Remisi di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas 1 Makassar 
1. Pemberian Remisi Umum 
Remisi umum di berikan kepada narapidana pada peringatan Proklamasi 
Kemerdekaan  Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Pemberian remisi umum 
didasarkan pada narapidana yang telah menjalani masa pidana selama 6 bulan atau 
lebih dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan pembinaan di 
Lembaga Pemasyarakatan. Yang dimaksud berkelakuan baik menurut petugas 
LAPAS adalah melakukan perbuatan dan menaati peraturan yang telah di atur 
oleh LAPAS. Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk 
menetapkan besarya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai 
dengan hari proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus. Untuk 
menghitung lamanya 1 bulan remisi adalah 30 hari. 
Pemberian remisi umum ini merupakan wujud rasa syukur atas 
kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia. Dalam rangka peringatan 
proklamasi kemerdekaan tentunya masyarakat Indonesia yang di luar sana 
merasakan kegembiraan, untuk itu pemberian remisi umum di dasarkan agar 
narapidana merasakan juga kemerdekaan seperti yang dirasakan di luar sana. Di 
berikannya remisi ini narapidana diharapkan bisa hidup wajar sebagaimana warga 
negara lain. 
Besarnya Pemberian remisi umum yang dilaksanakan Lembaga 
Pemasyarakatan Klas 1 Makassar mengacu pada Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi dan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan yang di atur sebagai berikut: 
a. Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni: 
1) 1 (satu) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani pidananya 
selama enam (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan. 
2) 2 (dua) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani hukuman 12 
(dua belas) bulan atau lebih. 
b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan. 
c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan. 
d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 
(lima) bulan. 
e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan 
setiap tahun. 
Pengusulan untuk mendapatkan remisi umum dilakukan oleh kepala 
Lembaga Pemasyarakatan 2 bulan sebelum perayaan proklamasi kemerdekaan 
Republik Indonesia  kepada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, atau 
selambat-lambatnya satu hari sebelum remisi diberikan. Pengusulan remisi umum 
dilakukan dengan menggunakan formulir RU I untuk remisi umum sebagian dan 
formulir RU II untuk remisi seluruhnya dengan disertai eksepsi putusan 
narapidana. Setelah pengusulan remisi diterima di kantor wilayah Kementrian 
Hukum dan HAM lalu di ajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 
Setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama 
Menteri Hukum dan HAM mengabulkan pemberian remisi dengan mengeluarkan 
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surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian 
diumumkan pada hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus. 
Tabel 1 
Jumlah Narapidana Penerima Remisi Umum Tahun 2011- 2012 di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas 1 Makassar 
Tahun 
Jumlah 
Narapidana 
Remisi 
Umum 
Sebagian 
(RU I) 
Remisi 
Umum 
Seluruhnya 
 (RU II) 
Remisi 
Umum 
pidana 
Khusus 
Tidak 
diusul 
UPT 
pindahan 
2011 696 
560 19 7 83 27 
2012 727 
576 16 0 135 0 
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar 
Dari data diatas jumlah penerima remisi umum pada tahun 2011 berjumlah 
586 dari jumlah narapidana yang ada dilapas sebanyak 696, jumlah penerima 
remisi umum pada tahun 2012 sebanyak 592 dari jumlah narapidana yang ada di 
lapas sebanyak 727, jumlah ini dihitung dari narapidana yang mendapatkan remisi 
umum sebagian (RU I) di tambah dengan remisi umum seluruhnya (RU II) dan di 
tambah remisi umum pidana khusus. 
Untuk narapidana yang menerima remisi umum sebagian pada tahun 2011 
(RU I) sebanyak  560, sedangkan pada tahun 2012 narapidana yang mendapatkan 
remisi umum sebagian sebanyak 576. Remisi umum sebagian (RU 1) merupakan 
remisi umum yang diterima narapidana atau warga binaan tetapi masih menjalani 
masa pidananya. Untuk jumlah narapidana yang mendapatkan remisi umum 
seluruhnya (RU II) pada tahun 2011 sebanyak 19 orang dan pada tahun 2012 
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jumlah narapidana yang memperoleh remisi umum seluruhnya (RU II) sebanyak 
16 orang. Remisi umum seluruhnya (RU II) merupakan remisi umum yang 
diterima narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dalam menjalani masa 
pidananya sehingga ia langsung bebas akibat mendapatkan remisi. 
Jumlah remisi umum pidana khusus pada tahun 2011 sebanyak 7 orang 
dan pada tahun 2012 tidak ada narapidana yang mendapatkan remisi umum. 
Pemberian remisi umum pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, narkoba dan 
terorisme diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang 
perubahan syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan 
pasal 34 ayat (3). Untuk mendapatkan remisi umum narapidana atau warga binaan 
Pemasyarakatan pidana khusus harus sudah menjalani masa pidana selama 1/3 
dari jumlah masa pidana dan berkelakuan baik serta menaati peraturan selma 
menjalani masa pidana. 
Jumlah narapidana yang tidak menerima remisi umum pada tahun 2011 
sebanyak 83. Jumlah narapidana yang tidak menerima  remisi umum pada tahun 
2012 sebanyak 135 narapidana. Jumlah narapidana yang tidak mendapatkan 
remisi pada tahun 2012 lebih banyak dari pada tahun sebelumnya. Dari hasil 
penelitian di Lapas Klas 1 makassar Peningkatan jumlah narapidana yang tidak 
memperoleh remisi umum di karenakan status narapidana yang masih tahanan, 
register F, belum cukup 6 (enam) bulan, pidana mati dan cuti menjelang bebas. 
Menurut aturan yang tertulis dalam keputusan presiden nomor 174 tahun 1999 
tentang remisi pasal 1 ayat (1) dan pasal 12 disebutkan bahwa pasal 1 ayat (1) 
“setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan 
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pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan 
baik selama menjalani pidana”. Sedangkan pasal 12 menyebutkan bahwa “remisi 
tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang dipidana kurang dari 6 
bulan, di kenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib 
Lapas, sedang menjalani cuti menjelang bebas dan di jatuhi pidana kurungan 
sebagai pengganti pidana denda. 
Dari apa yang dipaparkan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
pemberian remisi umum dari tahun 2011-2012 ada peningkatan jumlah penerima 
remisi umum yang terima narapidana, sehingga mengindikasikan narapidana telah 
banyak yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Adanya 
peningkatan penerima remisi umum tidak lepas keberhasilan petugas lapas untuk  
membina mereka agar menjadi lebih baik. Dari hasil wawancara dengan 
narapidana yang memperoleh remisi Bapak Nasir Lakalu mengatakan bahwa, 
adanya remisi umum ini memotivasi semangat narapidana untuk bisa berbuat baik 
sehinggga ketika narapidana selesai menjalani masa pidananya dapat bermanfaat 
bagi masyarakat dan bisa diterima kembali sebagi warga dan masyarakat 
sebagaimana mestinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
2
 
 
 
 
 
                                                          
2
  Nasir, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, wawancara oleh penulis 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 23 Agustus 2012. 
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Menurut petugas Lapas  yang menangani masalah remisi disebutkan 
bahwa peningkatan jumlah remisi umum dari tahun 2011 sampai 2012 di 
karenakan narapidana menyadari kesalahannya dan ingin lebih baik setelah 
narapidana membuat suatu perbuatan yang melanggar hukum.
3
 
Dari pantauan penulis selama melakukan penelitian dan hasil wawancara 
dengan seksi registrasi Lapas Klas 1 Makassar tidak di temukannya kesulitan 
maupun hambatan dalm pemberian remisi umum ini. Menurutnya pemberian 
remisi umum ini didasarkan pada kepribadian dan tingkah laku yang baik 
narapidana selama menjalani masa pidana sampai di keluarkannya remisi ini. 
Tangkasnya, jika narapidana telah berperilaku baik dan manaati peraturan yang 
berlaku dan menjalani masa pidana kurang lebih selama 6 bulan maka narapidana 
berhak mendapatkan remisi, karena remisi itu merupakan hak dari narapidana 
sehingga pihak Lapas harus memberikan hak tersebut dengan memperhatikan 
peraturan yang berlaku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3
 Ashari, Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, wawancara 
oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 22 Agustus 2012. 
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Tabel 2 
Besarnya Remisi Umum yang di Terima Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas 1 Makassar Tahun 2011-2012 
Besarnya 
Remisi 
Umum 
Sebagian  
(RU I) 
Tahun  
2011 
Tahun 
2012 
Besaarnya 
Remisi 
Umum 
Seluruhnya 
(RU II) 
Tahun  
2011 
Tahun 
2012 
1 bulan 
134 
orang 
50 orang 
1 bulan 5    orang 4 orang 
2 bulan 
68   
orang 
110 
orang 2 bulan 7   orang 7 orang 
3 bulan 
119 
orang 
120 
orang 3 bulan 3    orang 0 orang 
4 bulan 
103 
orang 75 orang 4 bulan 1    orang 2 orang 
5 bulan 
96  
orang 
146 
orang 5 bulan 1    orang 2 orang 
6 bulan 
40  
orang 35 orang 6 bulan 2   orang 3 orang 
Jumlah 
560 
orang 
536 
orang Jumlah 19  orang 
18 
orang 
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar 
 
 
52 
 
 
 
Dari Tabel 2 diatas di urakan sebagai berikut: 
1. Remisi Umum Sebagian (RU I) 
Remisi umum sebagian merupakan remisi umum yang di berikan pada saat 
perayaan peringatan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia kepada 
narapidana atau anak pidana tetapi narapidana tersebut masih menjalani masih 
menjalani sisa masa pidananya. Jumlah penerima remisi umum sebagian (RU I) 
pada tahun 2011 sebanyak 560 orang dan jumlah penerima remisi sebagian (RU I) 
pada tahun 2012 sebanyak 536 orang. Jumlah penerima remisi umum sebagian 
(RU I) sebesar 1 bulan pada tahun 2011 sebanyak 134 orang, pada tahun 2012 
sebanyak 50 orang, jumlah penerima remisi umum sebagian (RU I) sebesar 2 
bulan pada tahun 2011 sebanyak 68 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 120 
orang. Untuk penerima remisi umum sebagian (RU I) sebesar 3 bulan untuk tahun 
2011 sebanyak 119 orang, sedangkan untuk tahun 2012 sebanyak 120 orang. 
Jumlah penerima remisi umum sebagian (RU I) sebesar 4 bulan pada tahun 2011 
sebanyak 103 orang, untuk tahun 2012 sebanyak 75 orang. Jumlah penerima 
remisi umum sebagian (RU I) sebesar 5 bulan pada tahun 2011 sebanyak 96 orang 
dan pada tahun 2012 sebanyak 146 orang. Untuk penerima remisi umum sebagian 
(RU I) 6 bulan pada tahun 2011 sebanyak 40 orang dan untuk tahun 2012 
sebanyak 35 orang. 
Dari hasil pantauan selama penelitian dapat disimpulkan bahwa 
narapidana yang mendapatkan remisi umum dengan melihat data di atas rata-rata 
narapidana yang ada di Lapas Klas 1 Makassar, narapidana yang menjalani masa 
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hukumannya berada di bawah 5 (lima) Tahun lebih banyak di bandingkan dengan 
narapidana yang hukumannya di atas 5 (lima ) tahun. 
2. Remisi Umum Seluruhnya (RU II) 
Remisi umum seluruhnya (RU II) merupakan remisi yang di berikan 
narapidana dan anak pidana pada saat perayaan proklamasi kemerdekaan 
Indonesia yang dimana banyaknya remisi yang diterima narapidana dan anak 
pidana  menyelesaikan masa pidananya sehingga ia langsung bebas. Jumlah 
penerima remisi umum seluruhnya pada tahun 2011 sebanyak 19 orang dan pada 
tahun 2012 berjumlah 18 orang. Jumlah penerima remisi umum seluruhnya (RU 
II) sebanyak 1 bulan sebanyak 5 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 4 orang. 
Jumlah penerima remisi umum seluruhnya sebesar 2 bulan pada tahun 2011 
sebanyak 7 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 7 orang. Remisi umum 
seluruhnya (RU II) sebesar 3 bulan pada tahun 2011 berjumlah sebanyak 3 orang 
dan tahun 2012 tidak ada. Jumlah penerima remisi umum seluruhnya (RU II) 
sebesar 4 bulan pada tahun 2011  sebanyak 1 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 
2 orang. Jumlah penerima remisi umum seluruhnya (RU II) pada tahun 2011 
sebesar 5 bulan sebanyak  1 orang dan untuk pada tahun 2012 sebanyak 2 orang. 
Jumlah penerima remisi seluruhnya (RU II) sebesar 6 bulan pada tahun 2011 
sebanyak 2 orang dan tahun 2012 sebanyak 3 orang. 
Dari hasil pemaparan jumlah penerima remisi umum seluruhnya (RU II) 
dapat disimpulkan oleh penulis bahwa jumlah narapidana yang bebas langsung 
ketika diberikan remisi umum lebih didominasi narapidana yang mendapat masa 
hukuman di bawah 2 tahun dari tahun 2011 maupun di tahun 2011. 
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Dari semua data tabel 1dan 2 diatas dalam hal pengusulan remisi umum 
tidak semua narapidana mendapatkan remisi umum. Hal ini dikarenakan 
narapidana  Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar belum mencukupi masa 
pidana 6 bulan dan terdapat narapidana yang masuk dalam daftar register F. Selain 
itu penghuni Lapas Klas I Makassar dari jumlah 696 pada tahun 2011 dan 727 
pada tahun 2012 lebih didominasi oleh tahanan yang masih dalam proses 
persidangan maupun tahanan titipan dari daerah, kejaksaan maupun kepolisian 
kota makassar. Oleh sebabnya, tidak bisa diusulkan remisi oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar dikarenakan semuanya bukan termasuk syarat 
untuk di ajukan untuk medapatkan remisi. 
Pengusulan untuk dapat diberikan remisi kepada narapidana menurut 
penulis berdasarkan mekanisme yang di laksanakan Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I Makassar tidak terlalu panjang prosedurnya, sehingga kecil kemungkinan 
adanya hambatan yang didapat dalam pemberian hak yang dimiliki narapidana 
yaitu berupa pengurangan masa hukuman atau remisi. Pemberian remisi umum 
yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar berdasarkan 
pengamatan dan observasi selama penelitian menurut penulis sudah sesuai dengan 
aturan yang berlaku dan sesuai dengan kadar yang ditentukan perundang-
undangan dalam hal menentukan besar kecilnya remisi yang di peroleh 
narapidana. 
2. Pemberian Remisi Khusus 
Remisi khusus merupakan remisi yang ddiberikan pada hari besar 
keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, 
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dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar 
keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang di muliakan 
oleh penganut agama yang bersangkutan. pemberian remisi khusus berupa 
pengurangan masa pidana bagi setiap narapidana pada hari besar keagamaan yang 
paling diagungkan dan juga sebagai wujud dari kepedulian Negara pada hak-hak 
narapidana, terutama yang menyangkut kepada pembentukan watak dan sikap dari 
setiap narapidana yang dicapai melalui jalur pembinaan keagamaan demi 
tercapainya tujuan dari Sistem Pemasyarakatan. 
Pemberian remisi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar 
dilaksanakan sebagai berikut: 
a. Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni: 
1) 15 (lima belas) hari bagi warga binaan Pemasyarakatan yang telah 
menjalani masa pidananya selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) 
bulan. 
2) 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah 
menjalani masa pidananya selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. 
b. Pada tahun kedua dan ketiga diberikan remisi 1 (satu) bulan atau lebih. 
c. Pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima 
belas) hari. 
d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap 
tahun. 
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Perhitungan lamanya masa menjalankan pidana sebagai dasar menetapkan 
besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari 
besar keagamaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar. 
Apabila selama menjalani pidana, warga binaan pindah agama, maka remisi 
diberikan kepada warga binaan yang bersangkutan menurut agama yang dianut 
pada saat dilakukan pendataan pertama kali. 
Pengusulan remisis khusus menggunakan formulir RK I untuk remisi 
khusus sebagian dan formulir RK II untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya. 
Untuk pengajuan usul mendapatkan remisi khusus sama dengan remisi umum 
yakni dilakukan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kantor Wilayah 
Kementrian Hukum dan HAM, pengusulan dilakukan 2 bulan sebelum hari 
keagamaan dan selambat-lambatnya satu hari sebelum remisi diberikan. 
Pengusulan remisi khusus dilakukan dengan menggunakan formulir RK dengan 
disertai dengan eksepsi putusan pengadilan untuk mengetahui jenis tindak pidana 
yang dilakukan narapidana, karena adanya perbedaan syarat dan ketentuan antara 
pidana umum dengan pidana khusus Setelah pengusulan remisi diterima di kantor 
wilayah Kementrian Hukum dan HAM lalu di ajukan kepada Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan. Setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM mengabulkan pemberian 
remisi dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Lembaga 
Pemasyarakatan. 
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Tabel 3 
Jumlah Narapidana Penerima Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas 1 Makassar Tahun 2011 dan Tahun 2012 
Tahun Remisi 
kusus 
sebagian 
(RK I) 
Remisi 
Khusus 
seluruhnya 
(RK II) 
Remisi 
Pidana 
Khusus 
Tidak di 
usul 
Jumlah  
2011 502 orang 14 orang 7 orang 70 orang 593 orang 
2012 487 orang 10 orang 23 orang 135 orang 655 orang 
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar 
Dari data yang diperoleh diuraikan sebagai berikut: 
Jumlah narapidana yang memperoleh remisi khusus pada tahun 2011 
sebanyak 523 orang dari  jumlah 593 narapidana. Jumlah penerima remisi khusus 
pada tahun 2012 sebanyak 520 narapidana. Jumlah penerima remisi khusus 
sebagian (RK I) pada tahun 2011 sebanyak 502 orang dan pada tahun 2012 
sebanyak 487 orang. Jumlah penerima remisi khusus pada tahun 2011 sebanyak 
14 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 10 orang. Untuk remisi khusus pidana 
khusus pada tahun 2011 sebanyak 7 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 23 
orang. Jumlah narapidana yang tidak diusul untuk mendapatkan remisi khusus 
pada tahun 2011 sebanyak 70 orang dan pada tahun 2012 jumlah narapidana yang 
tidak diusul oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar lebih banyak dari 
tahun 2011 yaitu sebesar 135 narapidana. 
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Hal ini dikarenakan jumlah tahanan pada tahun 2012 lebih banayak 
dibandingkan 2011. Selain itu, narapidana yang belum cukup menjalani masa 
pidana selama 6 bulan dan terdaftar register F serta mendapatkan cuti menjelang 
bebas merupakan salah satu faktor untuk tidak diusulkannya pemberian remisi 
khusus oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
Tabel 4 
Besarnya Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri yang Diterima Narapidana di 
Lembga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar Tahun 2011 
Besarnya 
Remisi Khusus 
Pidana Umum 
Tahun 
2011 
Tahun 
2012 
Besarnya 
Remisi Khusus 
Pidana Khusus 
Tahun 
2011 
Tahun 
2012 
15 hari 121 orang   48 orang 15 hari 0  0 
1 bulan 293 orang 300 orang 1 bulan 5 orang 23 orang 
1 bulan 15 hari  89 orang  97 orang 1 bulan 15 hari 0  0 
2 bulan  44 orang  32 orang 2 bulan 2 orang 0 
Jumlah  502 orang 487 orang Jumlah  7 orang 23 orang 
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar 
Dari data diatas  makadapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Remisi Khusus Pidana Umum 
Jumlah penerima remisi khusus sebagian pada tahun 2011 sebanyak 502 
orang dari 593 jumlah narapidana yang ada di Lapas Klas 1 Makassar pada tahun 
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2011 dan pada tahun 2012 jumlahnya sebesar 487 dari 655 jumlah penghuni 
narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar. Jumlah 
penerima remisi khusus sebesar 15 hari pada tahun 2011 sebanyak 121 orang dan 
pada tahun 2012 sebanyak 48 orang. Jumlah penerima remisi khusus pada tahun 
2011 sebesar 1 bulan sebanyak 293 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 300 
orang. Jumlah penerima remisi khusus sebesar 1 bulan 15 hari pada tahun 2011 
sebanyak 89 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 97 orang. Jumlah penerima 
remisi khusus sebesar 2 bulan pada tahun 2011 sebanyak 44 orang dan pada tahun 
2012 sebanyak 32 orang. 
2. Remisi Khusus Pidana Khusus 
Jumlah penerima remisi khusus pidana khusus pada tahun 2011 sebesar 1 
bulan sebanyak  5 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 23 orang. Jumlah 
penerima remisi khusus pada tahun 2011 sebesar 2 bulan sebanyak 2 orang. 
Dari hasil data dan penjelasan diatas penerima remisi khusus lebih banyak 
di peroleh oleh narapidana yang masa tahanannya kurang dari 2 tahun. 
berdasarkan data diatas tidak semua narapidana dapat diusulkan untuk 
mendapatkan remisi khusus. Adanya pengurangan jumlah penerima remisi khusus 
pada tahun 2012 dikarenakan jumlah tahanan di Lapas Klas I lebih banyak dari 
pada jumlah narapidana yang ada di Lapas Klas I Makassar, sehingga tidak 
diusulkan untuk mendapatkan remisi khusus. Selain faktor tersebut, adanya 
narapidana yang mendapatkan pelanggaran disiplin yang dimasukkan dalam buku 
register F dan belum cukup menjalani masa pidana selama 6 bulan dan menjalani 
cuti menjelang bebas merupakan faktor-faktor untuk tidak diberikannya remisi 
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khusus ini. Pengurangan jumlah penerima remisi pada tahun 2012 di bandingkan 
jumlah yang diterima narapidana pada tahun 2011 mengindikasikan tingkat 
keimanan dan ketakwaan narapidana belum sepenuhnya baik. 
Hal ini dibenarkan oleh salah satu petugas Lapas Klas I Makassar. 
Menurutnya kebanyakan narapidana malas dalam hal beribadah dan mengikuti 
proses pembinaan kepribadian yang dilakukan Lapas Klas I Makassar. Padahal 
kegiatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki sifat-sifat yang dimiliki narapidana 
agar lebih baik lagi setelah masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan demi 
tercapainya tujuan Pemasyarakatan. Selain kurang minatnya narapidana untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan, faktor 
fasilitas yang kurang memadai merupakan pemicu dalam narapidana tidak 
mengikuti kegiatan tersebut.
4
 
3. Pemberian Remisi Tambahan 
Remisi tambahan diberikan kepada warga binaan di Lembaga 
Pemasyarakatan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan 
perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan 
perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. 
Yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada negara adalah perbuatan yang 
menghasilkan karya dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
berguna untuk pembangunan kemanusiaan. 
Sedangkan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan 
misalnya ikut serta dalam menanggulangi bencana alam dan menjadi donor organ 
                                                          
4
 Ashari, Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, wawancara 
oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 22 Agustus 2012. 
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tubuh atau donor darah. Lalu yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang 
membantu Lembaga Pemasyarakatan adalah pekerjaan yang dilakukan di 
Lembaga Pemasyarakatan yang diangkat sebagai pemuka kerja dan pemuka 
agama. 
Pemberian Remisi tambahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 
Makassar sebagai berikut: 
1. ½ (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang 
bersangkutan (warga binaan Pemasyarakatan) berbuat jasa kepada 
negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 
kemanusiaaan. 
2. 1/3 (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang 
bersangkutan (warga binaan Pemasyarakatan) melakukan perbuatan 
yang dapat membantu kegiatan pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas 1 Makassar  sebagai pemuka.
5
 
Dari data yang diperoleh penulis selama penelitian di Lapas Klas 1 
Makassar, tidak di temukan narapidana yang memperoleh remisi tambahan. Hal 
ini dikarenakan kegiatan-kegiatan yang membantu negara dan kegiatan yang 
membantu Lembaga Pemasyarakatan seperti membantu korban bencana alam, 
donor darah dan donor organ tubuh tidak ada sehingga narapidana tidak 
mendapatkan remisi tambahan. Untuk kegiatan donor darah pihak Lapas Klas 1 
Makassar sudah tidak melakukan kegiatan seperti ini sejak tahun 2005. Alasan 
                                                          
5
 Ashari, Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, wawancara 
oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 22 Agustus 2012. 
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penghentian kegiatan donor darah sejak tahun 2005 dikarenakan darah yang di 
sumbangkan narapidana tidak terpakai di Palang Merah Indonesia maupun Rumah 
Sakit.
6
 
Untuk kegiatan lain yang ada di Lapas yang membantu kegiatan Lapas 
adalah menjadi pemuka kerja dan pemuka agama. Seorang narapidana diangkat 
menjadi pemuka kerja dan pemuka agama melalui Surat Keputusan yang 
dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar. Dari pemantauan 
penulis, tidak menemukan data mengenai seorang narapidana yang menjadi 
pemuka kerja mendapat remisi tambahan. Berdasarkan hasil wawancara yang di 
lakukan petugas Lapas Klas 1 Makassar menyebutkan bahwa petugas Lapas 
kesulitan memantau kegiatan yang dilakukan oleh narapidana yang menjadi 
pemuka kerja karena pada umumnya pemuka kerja yang ada di Lembaga Klas I 
Makassar ini selalu berpindah pindah tugas (rolling) sehingga untuk menentukan 
besar kecilnya remisi tambahan yang di dapat narapidana sulit. Menurutnya 
kegiatan tersebut tidak perlu di masukan dalam penentuan untuk mendapatkan 
remisi tambahan.
7
 Kegiatan yang dilakukan narapidana tersebut menurut petugas 
dimasukkan sebagai pembinaan bukan syarat untuk mendapatkan remisi 
tambahan. 
                                                          
6
 Ashari, Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, wawancara 
oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 22 Agustus 2012. 
7
 Ashari, Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, wawancara 
oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, 23 Agustus 2012. 
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Menurut analisa penulis, berdasarkan hasil pengamatan dan apa yang 
dipaparkan petugas Lembaga Pemasyarakatan, hak narapidana yang seharusnya 
diberikan tidak dilakukan oleh petugas Lapas. Hal ini sangat merugikan 
narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman. Seorang narapidana 
yang menjadi pemuka kerja maupun pemuka agama diatur dalam Kepres Nomor 
174 Tahun 1999 pasal 6. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh petugas Lapas 
seharusnya bukan alasan untuk tdak memberikan remisi tambahan. Dari hasil 
pengamatan penulis, dalam hal pendataan yang menjadi pemuka petugas Lapas 
kurang cermat dan kurang teliti dalam mendata siapa-siapa yang menjadi pemuka 
kerja. Manajemen pendataan untuk pemuka kerja kurang diperhatikan sehingga 
petugas Lapas kesulitan untuk menentukan narapidana yang mendapatkan remisi 
tambahan. 
C. Pengaturan dan Pelaksanaan Remisi dalam Hukum Islam 
Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan sebagai pembalasan 
atas perbuatan yang melanggar dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan 
kepentingan masyarakat, sekaligus juga melindungi kepentingan individu. 
Tujuan hukuman utama dalam hukum pidana Islam  adalah untuk 
pencegahan dan perbaikan/pendidikan. Di dalam pencegahan dimaksudkan 
menahan agar seseorang yang berbuat tindak pidana tidak melakukan kesalahan 
lagi dan tidak terus menerus melakukannya. Sedangkan perbaikan/pendidikan 
dimaksudkan untuk mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan 
menyadari kesalahan yang diperbuat. Memberikan hukuman kepada orang yang 
melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan 
64 
 
 
 
sesungguhnya untuk kemaslahatan. Memberikan hukuman kepada orang lain atas 
kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, 
seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya, seperti seorang 
dokter yang mengobati pasiennya. 
Disamping tujuan hukum pidana Islam untuk kemaslahatan dan 
memperbaiki pelaku kejahatan, pidana Islam juga memberikan pengampunan 
maupun pemaafan bagi pelaku kejahatan. Pemberian pengampunan dan pemaafan 
untuk mewujudkan tujuan dalam hukum pidana Islam yaitu pencegahan dan 
memperbaiki pelaku kejahatan. Pengampunan dan pemaafan berupa pengurangan 
hukuman maupun penghapusan hukuman yang dilakukan seseorang yang 
melakukan tindak pidana. Pemberian pengampunan atau dalam Islam dikenal 
syafaat sangat dianjurkan. Hal ini tercantum dalam firman Allah surat An-nisa 
ayat 85: 
                        
                   
Terjemahnya:  
Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan 
memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi 
syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
8
 
                                                          
8
 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Semarang: Yayasan Penyelenggara 
Penerjemah Al-Qur‟an, 2002), h. 106. 
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Pemberian pengurangan hukuman dalam pidana Islam dibedakan menjadi 
tiga bagian, yaitu pada hukuman hudud, hukuman qisas/diyat, dan hukuman 
takzir. Pemberian pengurangan hukuman maupun pengampunan terhadap 
ketiganya, berbeda-beda dalam proses pemberiannya. Pemberiannya dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Remisi dalam jarimah hudud 
Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. 
Sedang dalam pengertian yang luas adalah sebagai berikut: ”Hukuman atas 
perbuatan pidana tertentu yang jenis dan bentuk hukumannya telah ditentukan 
oleh syari’ (Allah swt) tidak bisa ditambah dan dikurangi”. Hukuman ini 
merupakan hak Allah dalam pengertian tidak bisa dihapuskan baik oleh 
perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat 
yang diwakili Lembaga Negara. Dalam hubungannya dengan hukuman had maka 
pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan 
oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh 
masyarakat yang diwakili oleh negara. 
9
 
Alasan fuqaha mengklasifikasikan jarimah hudud sebagai hak Allah, 
pertama, karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh al-Qur‟an sangat 
mendatangkan kemaslahatan baik perorangan maupun kolektif. Kedua, jenis 
pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung oleh lafadz yang ada 
                                                          
9
 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 17. 
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di dalam al-Qur‟an. Sementara tindak pidana lainnya tidak. Jarimah hudud ini ada 
tujuh macam antara lain sebagai berikut: 
a. jarimah zina 
b. jarimah qazdaf 
c. jarimah syurbul khamr 
d. jarimah pencurian 
e. jarimah hirabah 
f. jarimah riddah 
g. jarimah Al Bagyu (pemberontakan)10 
Ada pendapat yang mengatakan bahwa keharusan hakim/penguasa 
menjatuhkan vonis dan melaksanakannya terhadap pelaku pidana yang diancam 
dengan hukuman hadd telah disepakati seluruh umat, dan hal tersebut sudah 
menjadi ijma. Pendapat Imam Malik yang menyatakan, hendaknya perlu 
dibedakan apakah pelaku pidana tersebut mengetahui bahwa tindakannya itu akan 
mengganggu masyarakat atau tidak, jika mengetahui tindakannya mengganggu 
ketentraman masyarakat maka ia tidak boleh. 
Diberi pengampunan atau pengurangan hukuman secara mutlak, baik 
perkaranya sudah diajukan ke pengadilan atau belum. Sedangkan pelaku tindak 
pidana tersebut tidak mengetahui bahwa tindakannya itu membahayakan dan 
mengganggu masyarakat, maka sebaiknya ia boleh diberi pengampunan dengan 
catatan perkaranya belum diajukan ke penguasa atau penegak hukum. Seperti 
halnya dalam jarimah hirabah sudah menyatakan taubat dan menyesal yang 
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 Ibid., h. 18. 
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dinyatakan sebelum ditangkap, maka hapuslah hukumannya meskipun itu telah 
melakukan jarimah yang selesai. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt surat Al 
Maidah ayat 34 dan 39 :  
                               
Terjemahnya: 
Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat 
menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.
11
 
 
                               
Terjemahnya: 
Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah 
melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah 
menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.
12
 
Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dari mazhab Hambali 
menyatakan bahwa tobat itu membersihkan diri dari maksiat dan menghapuskan 
hukuman dalam tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah. Kecuali bila 
pelaku ingin membersihkan diri dengan dijatuhi hukuman. 
Hal tersebut memberi gambaran bahwa suatu jarimah hudud yang belum 
dilaporkan kepada pengadilan atau divonis oleh hakim, maka orang orang yang 
dirugikan tersebut dapat memberi pengampunan dengan membebaskan sama 
                                                          
11
 Departemen Agama RI, Op. cit., h. 202. 
12
 Ibid., h. 203. 
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sekali. Kebolehan memberikan pengampunan pada keadaan ini terbatas pada 
pelaku pidana tersebut, apabila kasusnya belum diajukan kepada penguasa, dan 
pelaku menyesali perbuatannya atau dengan kata lain bertaubat. Dan jika 
perkaranya sudah sampai ketangan penguasa/hakim maka wajib dilaksanakan 
hukuman hadd, dan hal ini merupakan ketentuan hukum Allah yang harus 
dilaksanakan serta merupakan balasan yang setimpal dari hukuman Allah SWT. 
                                 
        
Terjemahnya: 
Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, 
Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat 
dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
13
 
Berkaitan dengan masalah pengampunan maka fuqoha telah sepakat 
bahwa hakim atau penguasa diharamkan memberi syafa’at, baik itu pengurangan 
hukuman maupun pembebasan hukuman sama sekali bila perkaranya sudah 
sampai ketangan hakim atau penguasa penegak hukum. Karena tindakan memberi 
syafa’at sesudah perkaranya sampai ketangan hakim berarti menggagalkan untuk 
mewujudkan perbaikan, dan mentolerir pelanggaran dan melepaskan tertuduh dari 
akibat kejahatan yang telah diperbuatnya. Sebab pemberian syafa’at pada kondisi 
tersebut berarti menghalangi hakim untuk melakukan kewajibannya dan membuka 
peluang untuk tidak tegaknya supremasi hukum. 
                                                          
13
 Ibid., h. 143. 
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Dari uraian tersebut di atas tentang syafa’at hudud terdapat ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan pemberian syafa’at dalam jarimah hudud, 
adapun ketentuan tersebut adalah: 
a. Pemberian pengampunan (syafa’at) baik berupa pembebasan hukuman 
ataupun pengurangan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan hukuman hadd sesudah perkaranya diajukan kepada 
hakim tidak diperbolehkan adanya pemberian ampunan/syafa’at. 
b. Pemberian ampunan kepada tindak pidana yang diancam dengan 
hukuman hadd sebelum perkaranya diajukan pada hakim atau penegak 
hukum diperbolehkan adanya pengampunan, dan pelaku menyesali 
perbuatannya (taubat) selama syafa’at tersebut tidak membahayakan 
atau mengganggu ketentraman umum.
14
 
2. Remisi  Jarimah Qisash/Diyat 
Kata qashash berasal dari kata Arab “Qaseha” berart dia memutuskan atau 
dia mengikuti jejak buruannya dan karenanya ia bermakna sebagai hukuman balas 
atau pembalasan yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Sedangkan 
qisash menurut arti yang luas adalah sebuh prinsip yang diberlakukan oleh al-
Qur‟an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan, ketika terjadi 
tindak Pidana pembunuhan dimana pihak korban dan pihak pelaku dalam status 
yang sama, maka penghukuman terhadap pelaku merupakan hukuman akibat 
tindak pembunuhan yang dilakukan terhadap pihak korban demikian pelukaan-
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  A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 156. 
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pelukaan ringan pada korban berakibat hukuman perlakuan yang setimpa atas 
pelakunya.
15
 
Bersama dengan pemberlakuan prinsip-prinsip hukum Islam ini, secara 
bijaksana Islam juga mengesahkan penggantian hukuman, berdasarkan adanya 
pemaafan dari pihak korban dengan jumlah ganti kerugian yang bersifat material 
untuk tindak kejahatan penganiayaan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat 
Al Baqarah ayat 178 dan surat Al Maidah ayat 45:  
                                                 
                                     
                       
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang 
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) 
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). 
yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa 
yang sangat pedih.
16
 
 
 
                                 
                               
                     
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 Abdur Rahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
1992), h. 24. 
16
 Departemen Agama RI, Op. cit., h. 46. 
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Terjemahnya: 
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan 
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada 
kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan 
hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan 
perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-
orang yang zalim.
17
 
Ayat tersebut merupakan kemurahan bagi umat Muhammad yaitu 
mendapatkan ampunan tidak di qishash, tetapi harus membayar diyat. Jarimah 
qishash berarti suatu perbuatan yang diancam dengan hukum qishash (hukuman 
balas yang setimpal). Kekuasaan hakim menjatuhkan hukuman dalam jarimah 
qishash ini sangat terbatas penjatuhan hukumannya, dalam jarimah ini sangat 
tergantung pada pembuktian yang ada. Bila perbuatan yang di tuduhkan itu dapat 
dibuktikan, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman. Sedangkan tidak ada bukti-
bukti yang kuat dan sah, maka hukuman qishash tidak bisa dilaksanakan dan 
hakim dapat menggantikannya dengan hukuman diyat (denda) selama ada alasan 
yang sah dan mengharuskannya dijatuhkan hukuman diyat. Dalam jarimah ini 
hakim tidak ada wewenang untuk memberikan syafa’at (pengampunan), baik 
berupa pembebasan maupun pengurangan hukuman. 
Kewenangan memberikan pengampunan dalam jarimah qishash ini berada 
pada pihak korban. Jika korban dan wali korban bersedia memaafkan maka 
hukum qishash batal dan dapat digantikan dengan diyat, tetapi sebaliknya jika 
pihak korban atau wali korban menghendaki hukuman qishash maka hukuman 
tersebut harus dilaksanakan. Kekuasaan hakim dalam memberikan maaf ini 
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 Ibid., h. 205. 
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tergantung pada persetujuan pihak wali korban. Hakim dalam hal ini hanya 
sebagai pelaksana saja. Berkenaan dengan orang yang berhak menuntut 
qishash/diyat atau memberikan pengampunan, maka Imam Malik berpendapat 
bahwa mereka yang berhak menuntut qishash/diyat ataupun memberikan 
pengampunan adalah kelomppok ashabah bi nafsi.
18
. Sedang hukuman qishash 
dapat hapus karena hal-hal sebagai berikut: 
a. Hilangnya tempat untuk diqishash  
b.  Pemaafan  
c.  Perdamaian  
d. Diwariskan hak qishash.19  
e. Dan pemberian maaf ini merupakan hal yang mulia, yang selalu 
dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena sikap tersebut menunjukkan 
keluhuran budi mereka. Pemberian maaf (pengampunan) lebih baik 
dari pada menuntut untuk dilakukannya hukuman. 
Yang dimaksud pemaafan menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad adalah 
memaafkan qishash/diyat tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam 
Malik dan Abu Hanifah pemaafan terhadap diyat itu bisa dilaksanakan bila ada 
kerelaan pelaku/terhukum. Jadi menurut ulama tersebut pemaafan adalah 
pemaafan qishash tanpa imbalan apa-apa. Adapun pemaafan diyat itu bukan 
pemaafan melainkan perdamaian.
20
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 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, op. cit., h.153. 
19
 Ibid., h. 154. 
20
 Ibid. 
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Orang yang berhak memaafkan qishash adalah orang yang berhak 
menuntutnya. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kebolehan 
perdamaian dan hapusnya hukuman qishash karenanya. Dan melalui perdamaian 
pihak pembunuh bisa membayar tanggungan yang lebih kecil, sama atau lebih 
besar dari pada diyat. Adapun orang yang berhak mengadakan perdamaian adalah 
orang yang berhak atas qishash dan pemaafan. Qishash juga dapat hapus karena 
diwariskan kepada keluarga korban, contohnya bila ahli waris adalah anak 
pembunuh yakni penuntut dan penanggung jawab qishash itu orangnya sama 
(misal si A membunuh saudaranya sendiri yang tidak mempunyai ahli waris 
kecuali dirinya sendiri, yaitu si A sendiri). Dan pemaafan ini sangat didorong dan 
terpuji, walaupun demikian tidak berarti pembunuh atau orang yang melukai tidak 
kena hukuman, sanksinya diserahkan kepada Ulil Amri karena si pembunuh ini 
melanggar dua hak, yaitu hak perorangan (hak adami) dan hak 
masyarakat/jamaah.
21
 
3. Pengurangan dalam Jarimah Ta’zir 
Ta’zir  menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi „azzara yang 
berarti menolak dan mencegah kejahatan juga berarti menguatkan, memuliakan, 
membantu.
22
 Dalam alquran disebutkan dalam surat al Fath ayat 9: 
                          
 
                                                          
21
 Ibid., h. 157. 
22
 Ibid., h. 164. 
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Terjemahnya: 
Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan 
(agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi 
dan petang.
23
 
Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. 
Ta’zir diartikan mendidik, karena ta’zir dimaksudkan untuk mendidik dan 
memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian 
meninggalkan dan menghentikannya. Sedang menurut istilah, sebagaimana yang 
diungkapkan al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan ta’zir adalah: 
”Ta‟zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa 
(maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara‟”. 
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta‟zir itu adalah hukuman 
yang belum ditetapkan syara‟, melainkan diserahkan kepada ulil amri atau 
pemerintah, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam 
hukuman had tidak dikenal adanya hak grasi, amnesti maupun remisi (bentuk-
bentuk pengampunan dari seorang imam/pemerintah secara formal), sedang dalam 
ta’zir hal tersebut sah dilakukan oleh pemerintah, baik didahului permohonan dari 
tersangka maupun murni kebijakan pemerintah, selama hal itu adalah alternatif 
terbaik.Sedangkan hal-hal yang menyebabkan hapusnya hukuman ini banyak 
sekali dan berbeda-beda sesuai dengan jenis hukumannya, diantaranya adalah: 1) 
Meninggalnya si pelaku, 2) Pemaafan dari korban, 3) Taubatnya si pelaku, 4) 
Kadaluarsa. Dan berkaitan dengan pengampunan dalam hukuman ta’zir boleh dan 
harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. 
                                                          
23
 Ibid. 
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Dalam pembahasan tentang sanksi yang diterapkan dalam jarimah ta’zir 
adalah beragam. Sesuai dengan pengertiannya bahwa hukuman ta’zir itu adalah 
sebagai pelajaran, oleh sebab itu sanksi ta’zir adalah: 1)Preventif, adalah bahwa 
sanksi ta’zir harus memberi dampak positif dari orang lain, sehingga orang lain 
tidak melakukan perbuatan yang sma dengan perbuatan terhukum. 2) Represif, 
adalah bahwa sanksi ta’zir harus memberi dampak positif bagi terhukum, 
sehingga ia tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dijatuhi hukuman 
ta‟zir. 3) Edukatif, adalah bahwa sanksi ta‟zir harus mampu menumbuhkan hasrat 
terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan 
maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang 
dengan kejahatan.
24
 
Adapun sanksi ta’zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat 
dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut: 
a. Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan badan, hukuman yang di terapkan 
adalah hukuman mati dan jilid. 
b. Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, hukuman 
yang di terapkan adalah hukuman penjara dan pengasingan. 
c. Sanksi ta’zir yang berkaitan dengan harta, hukuman yang di terapkan 
adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang. 
d. Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh Ulil Amri demi terciptanya 
kemaslahatan umum.
25
 
                                                          
24
 Ibid. 
25
 Ibid. 
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Para ulama berbeda pendapat tentang batasan-batasan yang dipakai dalam 
pemenjaraan, maka demi kemaslahatan dan kepastian hukum Ulil Amri 
menentukan batasan tersebut. Pemenjaraan yang tidak dibatasi dengan waktunya 
bisa sampai seumur hidup, bisa saja dibatasi terhukum bertaubat. Dan dalam hal 
ini hukuman penajara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat sesungguhnya 
mengandung pendidikan, dan hal tersebut yang telah diterapkan pada Lembaga 
Pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada 
tanda-tanda bertaubat seseorang dianggap bertobat menurut fuqaha dan ulama bila 
ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan pelakunya karena tobat dalam hati itu 
tidak bisa diamati, maka dari itu yang harus di amati melalui perilaku baik 
terhukum. Dalam  hal ini juga sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan dalam 
hukum Islam, yaitu pemidanaan mengandung unsur pencegahan (ar-râd-u waz-
zâjru) pendidikan dan pengajaran (al-Islâm al-Tahzîb) seperti yang telah 
kemukakan diatas. 
Taubat bisa menghapuskan sanksi jarimah apabila jarimah tersebut 
berhubungan dengan hak Allah/hak jama‟ah. Dan meskipun ada perbedaan 
pendapat diantara fuqaha tentang hapusnya hukuman karena adanya unsur taubat. 
Namun beberapa fuqaha danmazhab Syafi‟i dan mazhab Hambali, yang 
mengatakan bahwa taubat bisa menghapuskan hukuman. 
Taubat juga dapat menghapuskan dosa dengan jalan mengadakan 
perbaikan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk 
menghilangkan akibat yang jelek dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. 
Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibn al-Qayyim bahwa sanksi itu tidak hanya 
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membawa dampak (berdaya preventif dan represif) kepada si terhukum, 
melainkan juga membawa dampak kepada masyarakat. Oleh karena itu, tobatnya 
seseorang dengan didasari perubahan perilaku dan menyesal atas perbuatan yang 
dilakukan dapat mengurangi atau memperingankan sanksinya, tetapi tidak 
menghapuskan hukuman seluruhnya.
26
 Sebagaimana firman Allah swt dalam surat 
At-Taubah ayat 112: 
                           
                                   
Terjemahnya: 
Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang 
memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat 
ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar dan yang memelihara hukum-hukum 
Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.
27
 
Dalam pengurangan hukuman atau pengampunan hukuman pada jarimah 
ta‟zir para ulama sepakat bahwa pemaafan atau pengurangan hukuman itu bisa 
saja diberikan bagi orang yang tidak biasa melakukan kejahatan atau bagi orang-
orang yang tampak menyesal dan bertobat dari kejahatan yang dilakukannya 
dengan memperlihatkan perubahan perilaku menjadi baik. 
 
 
                                                          
26
 Ibid., h. 237. 
27
 Departemen Agama RI, Op. cit., h. 379. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan yang disajikan penulis diatas dalam tinjauan 
yuridis pemberian remisi Terhadap narapidana di lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Makassar, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaturan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar 
didasarkan pada: 
a.  UU Nomor 12 Tahun 1995; 
b. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi; 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan; 
d. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik 
Indonesia Nomor M.09.HN.02.10 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 
tentang Remisi. 
Aturan yang dipakai masih banyak kelemahan seperti syarat untuk 
memperoleh remisi masih bersifat subyektif dan banyaknya jenis remisi 
dalam aturan yang dipakai tersebut. 
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2. Pelaksanaan pemberian remisi dan besarnya remisi yang didapat 
narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar 
untuk pemberian Remisi Umum dan Remisi Khusus sesuai aturan yang 
berlaku tetapi dalam pemberian Remisi Tambahan pada kenyataannya 
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
3. Pengaturan dan pelaksanaan remisi dalam hukum islam dibedakan menjadi 
tiga, yaitu remisi dalam hukuman hudud, remisi dalam hukuman qhisash 
dan remisi dalam hukuman ta’zir. Dalam hukum pidana Islam 
pengurangan hukuman (remisi) bertujuan untuk kemaslahatan 
(mengurangi dampak negatif) serta sebagai apresiasi atas taubat 
(penyesalan) dan azam untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi yang 
dilakukan oleh pelaku tindak pidana. 
B. Saran 
Berdasakan pada pembahasan kesimpulan tersebut di atas, maka penyusun 
perlu memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah pengurangan 
menjalani pidana (remisi) sebagi berikut: 
1. Pengaturan pemberian remisi harusnya ditinjau ulang atau direvisi 
sehingga menjadi jelas dalam menentukan syarat berkelakuan baik yang 
dimaksud, sehingga syarat berkelakuan baik tidak subyektif dan bermakna 
ganda. 
2. Pemberian remisi kepada narapidana diharapkan untuk memotivasi 
narapidana dan menjadikan narapidana selalu berbuat baik selama 
menjalani masa pidana maupun setelah keluar dari Lembaga 
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Pemasyarakatan sehingga dapat hidup berdampinganan dengan 
masyarakat lainnya dan menjalani hidup sebagaimana pada umumnya. 
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